PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 14 TAHUN 2017
| TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018 i

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA Esi}\
| WALIKOTA SAWAHLUNTO, :

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan
' ' Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, ' Kepala Daerah mengajukan Rancangan
- Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
. Daerah (APBD): kepada’ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) untuk memperoleh persetyjuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang
diajukan .sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

© 2017 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta
prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama
antara Pemerintah Daerah dengan DPRD; : :

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

. Angggran 2018;

Mengingat : 1. Pasal - 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar- Negara Republik
Lo Indonesia Tahun 1945; . :

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan
' Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi
" Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
. 1956 Nomor 19); Y

3. Undang-Undang Nomor .12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

. dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1985 * Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

* Indoriesia. Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara

Republit Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

P T ) L ————

————
e




. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
" Penyelenggaraan' Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, -

Kolusi dan Nepetisme (Lembaram Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahas Lembaran Negara Republik

Indonesia 3851);

Undang-Undmg" Nomor -17 Tahuym 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Rep Indonesia Tahun 2003

. Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286); _
Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran ‘Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

~ Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonegia Nomor 4400); '

. Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik - Indonesia Tahun 2004 Nomor. 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indoriesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

- Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- (Lembaran Negara Republik Indema Tahun 2004 Nomor 126,

10.

Tambahan Lembaran Negara R k Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang‘ Noﬁér 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik

. Indonesia Nomor 5049);

11

. Undang-Undang Nomor '23 Tahun 2014 tenfang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

12

13.

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); - ) ;

.Undahg-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tenfa.ng Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor .292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601); '

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I
Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/
Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat 1I Solok (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonegia Nomor 3423);




14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
- Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

. Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Necgara Republik .

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
: Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah

ketiga kalinya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47,
' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 12), ‘

16. Peraturan Pemerintah * Nomor 23 Tahun 2005 tentang
. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
. Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomeor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575); -

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik -
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah -
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010,

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nemor 110,
Tambahan Lembaran Ne‘gara Republik Indonesia Nomor 5155);

19. Pcraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
. Negara Republik Indonesza Nomor 4578) |

20. Peraturan Pemcnntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
" Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor '

150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585), ‘

21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Nega.ra Repubhk Indonesia
Nomor 6041); _

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, ’I‘ambahan

’ Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4614),




23,

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar.

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia .

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik -
Indonesia Nomor 5165); ' |

Peraturan Pemerintah-Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman

" Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
. Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

25.
26.
27.

28.

29,

~ 30.

31,

32.

33.

Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272); ' |

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); '

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); -

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan . |

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21.
Tahun 2011; L C

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah; ' .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman - Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang -
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; '

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang -
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik |
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran .

Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5717);




34. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja .
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 .
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran

. Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); .

35.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5948),

36. Peraturan Prcsnden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 . |

Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nownor 255);

37. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan
Kepesertaan Program -Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

38. Peraturan Menteri Dalani Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan  Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan  Kemampuan Keuangan Daerah  Serta’
Pelaksanaan Dan Pertanggun-awaban Dana Operasional;

40, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor . 903-1016- 20 17
. tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota
Sawahlunto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Walikota
Sawahlunto tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Bela.n_]a Daerah Tahun Anggaran 20 18; .

41, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
lepman dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;

42, Peraturan (zubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017
* tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
- Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;

43. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto 2 Tahun 2005 tentang -
Kedudukan Keuangan Walikota dan @ Wakil Walikota
Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahluntc Tahun 2005
Nornor 2 Seri E.1);

44 Pcrat‘uraz‘ Daersh Kota Sawzahluntc Nomor 3 Tahun 2005

tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 3 Seri
E.2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

- Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 8);




45,

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2005
tentang Penyertaan Modal Daerah sebagai Pendiri Perseroan
Terbatas Lembu Betina Sumbur (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 6 Seri E.3), sebagaimana telah
diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota

- Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran

46.

Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2010

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Se Kota Sawahlunto (Lembaran

~ Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 13), sebagaimana .
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto-

Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto

Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota

~ Sawahlunto Nomor 4);

47. :
- tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada-
PT. Bank Nagari Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota

' dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun
2012 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor -

48.

49,

Peraturan Daerah Kota' Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2010
Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 14) , sebagaimana telah diubah

2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2],

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2010 o

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 15],

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2010

tentang Pernyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada’

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Kota Sawahlunto

(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 16),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota:

Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran

. Daerah Kota Sawahlunto Nomor 40);
50.

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto

- Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota

~ Sawahlunto Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan :
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2014

(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 1,

. Tambahan Lembaran Kota Sawahlunto Nomor 23);

51,

Peraturan, Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota

- Sawahlunto Tahun 2011 Nomor ‘2, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2), sebagaimana telah diubah
kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota

‘Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota

Sawahiunto Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran

- Daerah Kota Sawahlunto Nomor 54],

!j
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S52.

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bumi Sawahlunto . .

Mandiri (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011

" Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto -
" Nomor 10); ' , 0

53.

Peraturan Daerah Kota_- Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011

. tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota

Sawahlunto Tahun 201;1 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12) sebagaimana telah diubah

kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota |
- Sawahlunto Nomor 6. Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota

Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran

* Daerah Kota Sawahlunto Nomor 53);

54.

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011

" tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota

Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran

~ Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13);

3S.

Peraturan Daerah. Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012
tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah -Kota
Sawahlunto ke dalam Modal Saham Perseroan Terbatas
Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota

- Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3) sebagaimana telah diubah

. kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Sawahlunto Nomor5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota ',
Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran

56.

Daerah Kota Sawahlunto Nomor 52);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Ndmor 11 Tahun 2015

 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11,

57.

58.

59.

Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun
2016 Nomor 11); -~

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016

tentang = Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Leniba;an Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimipinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto

(Lemibaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 8);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
" - KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKO’I‘A SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN:

. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
‘ DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pagal 1

- Anggaran Pendapatan da.n Belan_]a Daerah Tahun Anggaran 2018 sebaga1
- beukut : ,
g 1. Pendapatan Daerah’ .. . Rp.613.224.123.938,00
| 2. Belanja Daerah | - o b Rp. 667.200.573.371,35
Surplus / ( Defisit ) 'l " (Rp. 53.976.449.433,35)
. Pembiayaan Daerah : . .
a. Penerimaan aoowow s Rp. 56.643.116.100,01
b. Pengeluaran ' Rp. 2.666.666.666,66
Pembiayaan Netto : Rp. 53.976.449.433,35
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran - ‘_
Tahun Berkenaan (SILPA) : - - Rp. ‘ 0,00
Pasal 2
{1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 65.580.286.618,00
b. Dana Perimbangan sejumlah = .= = = Rp. 475.466.756.320,00
¢. Lain-Lain Pendapatan Daera.h E |
Yang Sa.h sejumlah SRR Rp. 72.177.081.000, 00
Pendapatan Ash Daerah sebagmmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan : . | -
a. Pajak Daerah sejumlah = = '~ Rp. 5.749.852.968,00
b. Retribusi Daerah sejumlah .- . . Rp. 4.147. 130 750, 00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan -
Daerah yang dipisahkan sejumlah - Rp. 12.635. 000 000, 00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah sejumlah , - Rp 43, 048. 302 900, OO
Dana Penmbangan sebagaimana dnnaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan : .
a. Dana Bagi Hasil Pa_lak/

Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah * ~ Rp. 18.204.627.320,00 .
b. Dana Alokasi Umum (DAU) sejumiah  Rp. 375.131.128.000,00 . ) i

¢c. Dana Alqkam Khusus (DAK) sejumlah . Rp. 82.041.001.000,00 L8




. {4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dlma.ksud pada ayat (1)
huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

dan Pemerintah Daerah Lainnya ‘ i s

sejumlah - Rp. 21.165.289.000,00

‘j b. Dana Penyesuaian dan Otonomi . - 1;
; Khusus sejumlah 5 Rp. 27.500.000.000,00 ‘
, c. Pendapatan Lainnya sejumlah~ = Rp. - 34.000.000,00

e d. Dana Alokasi Desa sejumlah Rp. 23.47 7.792.000,00

E | Pasal 3
) Belanja Daerah sebagaimana dnna.ksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
. a. Belanja Tidak Langsung sejumlah . Rp. 316.151.595.116,35
. b. Belanja Langsung sejurnlah Rp. 351.048.978.255,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaxrnana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdm
dari jenis belanja : ,

g a. Belanja Pegawai sejumlah . Rp. 231.793.338.430,35
b. Belanja Bunga sejumlah N Rp. 1.500.000.000,00

, c. Belanja Hibah sejumlah ' Rp. 17.771.120.526,00
d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. . 0,00
e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ ‘

: Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
4 Desa sejumlah Rp.  989.706.000,00
3 f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa SC_]UIn].B.h ‘» Rp. 63.347.430.160,00
g. Bclan_ja Tldak Terduga sejumlah ' Rp. 750.000.000,00

B) Bela.nja Langsung sebagalmana d1ma,ksud pada ayat (1) huruf b terdiri dar1
jenis belanja : ‘

a. Belanja Barang .dan Jasa sejumlah - ot Rp. 218.863.424.555,00
b. Belanja Modal sejumlah o ~ Rp. 132.185.553.700,00
{ ‘ , ! , ‘
o | R . Pasal 4
':_(l) Pembiayaan Daerah sebagaimana duna_ksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah gEL L 'Rp. 56.643.116.100,01
E b Pengeluaran sejumlah . Rp.  2.666.666.666,66
2 Penenmaan ‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis .
pembiayaan : |
1 a. Penggunaan SILPA : , Rp. 43.947. 227 064, 66
3 b. Penerimaan Kembali Pembenan by
Pm_laman | 2 Rp. 12. 695 889 035,35
B) Pengeluaran sebagalmana dlma.ksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis .
' pembiayaan : 4
B a Penyertaan Modal (Investasi) _
3 Pemerintah Daerah . - . Rp. b SGG GGG.GGO,GO
b. Pembayaran Pokok Utang - Rp. 1 166.666.666,66




Pasals

. Uraian leb1h lanJut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

wang tidak terpisahkan dari. Pcramra.n Daerah ini, tcrd1r1 dari :

Lamplran I ngkasan APBD; j ‘

Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi SKPD.

Lampiran IIl - Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV - Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan

- Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; _

Lamp:lran Vi Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Lampiran VII‘ Daftar Piutang Daerah; '

Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

Lampiran IX -~ Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

1 Tetap Daerah;
Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
- Lain-Lain;
Lampiran XI - Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya
: . Yang Belum Diselesaikan dan Dxanggarkan Kembali Dalam . .
: Tahun Anggaran Ini; ‘

Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; .

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Lampiran XIII

- Pasal 6

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran

yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan .

cara .

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja

‘program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan
b. ‘memarnfaatkan uang kertas yang tersedia. :
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk

keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kriteria belanja untuk kcpcrluan mendesak sebagaunana dimaksud pada

ayat (4) mencakup :

a. program dan kegiatan pel.ayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

L -— -

Al



Pasal 7

‘Walikota . menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan .
anja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. .

Pasal -8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018

Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunho
pada tanggal 29 Dcsember 2017

_v ' WALIKOTA SAWAHLUNTO,

_ ALI YUSUF
- Drundangkan di Sawahlunto
_k pada tanggal 29 Desember 2017

G ' PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI ‘SUMATERA
T: (14718372017 ) : < |




